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ABSTRAK 

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM (B011201323). Pelaksanaan 
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Dibimbing oleh H. M. Said 
Karim sebagai Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai 
Pembimbing Pendamping.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme dan apa saja 
yang menjadi faktor penghambat pemberian remisi terhadap narapidana 
tindak pidana terorisme.  

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data dari kegiatan 
wawancara dan studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. 
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder 
dengan penelitian hukum empiris.  

Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Pelaksanaan 
pemberian remisi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (2) Faktor-faktor yang dapat menghambat 
pemberian remisi terhadap narapidana terorisme bisa saja berasal dari 
faktor internal (faktor dari dalam diri narapidana) dan faktor eksternal (faktor 
dari luar yang mempengaruhi narapidana).  

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Terorisme.  
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ABSTRACT 

SYAFIRA YULIASTIRAH TASLIM (B011201323). Implementation of 
Granting Remissions to Convicts for Terrorism Crimes at Makassar 
Class I Correctional Institute. Guideds by H. M. Said Karim and Arnita 
Pratiwi Arifin.  

This research aims to find out how remission is implemented for convicts of 
criminal acts of terrorism and what factors inhibit the granting of remission 
to convicts of criminal acts of terrorism.  

This research was conducted at the Makassar Class I Correctional 
Institution. This research was carried out using data collection techniques 
from interviews and literature studies as well as statutory regulations. The 
types and sources of data used are primary data and secondary data with 
empirical legal research. 

The results that the author obtained from this research are that (1) the 
implementation of granting remissions has been carried out in accordance 
with applicable laws and regulations. (2) Factors that can hinder the granting 
of remission to terrorism prisoners may come from internal factors (factors 
from within the prisoner) and external factors (factors from outside that 
influence the prisoner). 

Keywords : Correctional Institutions, Remission, Terrorism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai 

pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan remisi. Remisi 

merupakan suatu tahap dalam proses pemidanaan berupa pengurangan 

hukuman dari masa pidana narapidana dengan memenuhi syarat-syarat 

yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan 

selama menjalani masa pidana.1 Tentunya setiap narapidana tidak 

diberikan remisi sama rata, oleh karena seperti yang telah diketahui setiap 

narapidana menjalani hukumannya karena melakukan kejahatan yang 

berbeda-beda. Maka dari itu, narapidana dengan kejahatan luar biasa 

seperti tindak pidana terorisme tentu saja memiliki peraturan yang lebih 

ketat. Terpidana yang menjalani masa pidana penjara termasuk yang 

merupakan pelaku terorisme tentu berhak mendapatkan hak-haknya 

seperti yang termuat dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan. 

Selain hak narapidana sesuai dengan Pasal 9 di atas, yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berupa telah berkelakuan 

 
1 Muhamad Ar Rafii, Mitro Subroto. 2023. Analisis Ketepatan Pemberian Remisi Terhadap 

Narapidana Terorisme. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Tapanuli 
Selatan. Vol 7 No. 3 (November 2023).  
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baik, aktif mengikuti program Pembinaan, dan telah menunjukkan 

penurunan tingkat resiko berhak di atas:  

a. remisi;  

b. asimilasi;  

c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;  

d. cuti bersyarat;  

e. cuti menjelang bebas;  

f. pembebasan bersyarat; dan  

g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 

Terorisme termasuk dalam kejahatan yang sangat menarik perhatian 

dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against 

humanity), dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena 

terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya 

terhadap keamanan dan perdamaian dunia, kejahatan terorisme juga bisa 

dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan tentunya sangat 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Terorisme sebagai 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mau tidak mau 

memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa (extra ordinary 

measures) karena dampak dari kejahatan ini yang sangat komplek. Kasus 

terorisme di Indonesia pertama kali muncul pada Tahun 1981. Kasus yang 

pertama tersebut sempat menggegerkan publik untuk waktu yang cukup 

lama. Tahun 1981 kasus pembajakan Garuda Indonesia pada 

 
2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10. H. 8.  
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penerbangan dari Palembang ke Medan pada Tahun 28 Maret3. Pesawat 

dibajak oleh lima teroris bersenjata senapan mesin dan granat yang 

menyamar menjadi penumpang. Diikuti dengan kasus-kasus terorisme lain 

yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah NKRI. Di Kota Makassar 

sendiri kasus terorisme yang sangat menggegerkan terjadi di Gereja 

Katedral Makassar.  

Abdul Wahid dalam bukunya menjelaskan bahwa terorisme adalah 

suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi, mengartikan kekerasan 

sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. 

Terorisme digolongkan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang 

dilakukan untuk menimbulkan rasa takut pada sasaran teror, pada 

umumnya seperti pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan 

sebagainya4. Dengan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa terorisme adalah suatu tindakan yang selalu mengandung unsur 

melawan hukum dimana tindakan-tindakan yang dilakukan berisi ancaman 

yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.  

Salah satu pidana pokok yang diatur di dalam undang-undang adalah 

pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu 

pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana 

yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 

 
3 Tesa Ardiyanti. 2021. Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Pelaku Kejahatan 

Penerbangan Sipil (Studi tentang Kasus Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla 
Tahun 1981. Universitas Jenderal Soedirman.   

4 Abdul Wahid. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum. PT. Rafika 
Aditama. h. 32.  
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pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua 

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga pemasyarakatan, yang 

dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar 

peraturan tersebut5. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan 

bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 

bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 

pengasingan6.  

Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara seharusnya disamping 

menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya 

kemerdekaaannya, juga harus membimbing dan membina terpidana agar 

bertobat agar dapat kembali ke masyarakat dengan layak serta menjadi 

anggota masyarakat yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan 

dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan 

reintegrasi warga binaan Lembaga pemasyarakatan7. Dewasa ini, dengan 

diberikannya pidana penjara bagi terpidana tidak hanya dimaksudkan untuk 

memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya tetapi juga 

dibina agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat berbaur dan tidak 

mengulangi kesalahan yang sama.  

 
5 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. 

Refika Aditama. h. 71.  
6 Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. Diktat Hukum Penitensier, Fakultas Hukum Universitas 

Andalas. Padang. h.91.  
7 Sahadjo.1964. Pohon Beringin Pengayoman. Jakarta: UI. h.6.  
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Seperti yang telah kita ketahui, sistem pemasyarakatan yang berlaku 

di negara kita saat ini secara konseptual dan historis sangat berbeda 

dengan sistem pemasyarakatan masa lalu yang lebih menekankan pada 

unsur pembalasan daripada pembinaan narapidana. Amanat Presiden RI 

dalam konfrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan 

pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi 

pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut 

disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI 

tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia.8 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terdapat di Jalan Sultan 

Alauddin, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Lembaga ini berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dengan kendali kerja dibawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan tempat 

pembinaan bagi narapidana-narapidana berbagai macam kasus kejahatan, 

baik itu pidana biasa maupun pidana khusus seperti terorisme. 

Sebagai salah satu tindak pidana berat yang dapat sangat merugikan 

bangsa dan negara, pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 

terorisme tentu menjadi concern menarik yang dapat dipandang dari 

berbagai sisi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan 

luar biasa (Extraordinary Crime) terutama terhadap narapidana kasus 

 
8 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. 

Refika Aditama. h. 97.  
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terorisme di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi 

negara Indonesia yaitu Pancasila.  

Pada tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I 

Makassar, Sulawesi Selatan memberikan remisi terhadap 554 narapidana 

di perayaan HUT ke-77 RI yang mana 8 orang langsung bebas, sementara 

untuk keseluruhan penghuni lapas sebanyak 942 orang, 832 berstatus 

narapidana dan 110 tahanan. Diantaranya terdapat 1 narapidana terorisme 

yang juga diberi remisi pada kesempatan tersebut. Dari pelaksanaan 

pemberian remisi tersebut narapidana yang mendapatkan pemotongan 

masa tahanan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku9.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi pelaksanaan dalam pemberian remisi. Oleh karena itu, 

Penulis membahas lebih dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan 

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.  

B Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk 

memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

 
9 Isak Pasa’buan. “554 Napi di Lapas Makassar Dapat Remisi, 10 Kasus Korupsi – 1 

Terorisme”. Detiksulsel. 17 Agustus 2022. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-
6239936/554-napi-di-lapas-makassar-dapat-remisi-10-kasus-korupsi-1-terorisme. Diakses pada 
tanggal 5 Maret 2024.  

https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6239936/554-napi-di-lapas-makassar-dapat-remisi-10-kasus-korupsi-1-terorisme
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6239936/554-napi-di-lapas-makassar-dapat-remisi-10-kasus-korupsi-1-terorisme
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1. Bagaimanakah peraturan pelaksanaan pemberian remisi terhadap 

narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian remisi terhadap 

narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar? 

C Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis peraturan pelaksanaan pemberian remisi 

terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat pemberian remisi terhadap 

narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar.  

D Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis: 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber 

pengetahuan serta sumbangan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

secara umum dan secara khusus untuk Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin.  
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2. Kegunaan Praktis:  

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman 

penulisan karya ilmiah selanjutnya terutama dalam mencari, meneliti, 

menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi khususnya 

mengenai remisi pada perkara tindak pidana terorisme. Penelitian ini juga 

diharapkan untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

didapatkannya.  

 

E Orisinaltitas/Keaslian Penelitian 

 

Nama Penulis : Aditya Sufyansah 

Judul Tulisan : Analisis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana 

Terorisme (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda 

Kategori  : Skripsi 

Tahun : 2019 

Perguruan Tinggi : Universitas Lampung 

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Pembahasan: 

1. Bagaimana Pelaksanaan 

Pemberian Remisi Bagi 

Narapidana Terorisme? 

2. Apakah yang menjadi faktor 

penghambat Pelaksanaan 

 

1. Bagaimana Peraturan 

Pelaksanaan Remisi terhadap 

Narapidana Tindak Pidana 

Terorisme di Lembaga 
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Pemberian Remisi Bagi 

Narapidana Terorisme?  

Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar? 

2. Apa saja yang menjadi faktor 

penghambat Pemberian 

Remisi terhadap Narapidana 

Tindak Pidana Terorisme di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Makassar? 

Metode Penelitian : -  Empiris 

Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PP Nomor 

99 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana 

terorisme harus memenuhi syarat-syarat pemberian remisi yang ada 

di Pasal 34 karena dalam prakteknya syarat-syarat ini masih belum 

sepenuhnya berhasil, Perlu adanya kerjasama yang lebih tinggi dari 

pihak-pihak terkait seperti BNPT, Lapas, dan TPP Ditjen 

Pemasyarakatan. Terutama adalah proses deradikalisasi. Apabila 

seorang narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi 

dengan baik dan benar baik substantif maupun administratif sesuai 

peraturan yang berlaku maka seorang narapidana terorisme dapat 

diberikan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus. 

 

Nama Penulis : Agung Purwanto 
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Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar 

Kategori : Skripsi 

Tahun : 2012 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata 

Gowa 

Uraian Penelitian Terdahulu : Rencana Penlitian 

Isu dan Pembahasan : 

1 Bagaimana Eksistensi 

Pengaturan tentang Remisi 

di dalam Perundang-

undangan yang Berlaku di 

Indonesia? 

2 Bagaimana Pelaksanaan 

Pemberian Remisi di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IA Makassar? 

3 Apakah Pengaturan tentang 

Remisi Sesuai dengan 

Hukum Pidana Islam? 

 

1. Bagaimana Peraturan 

Pelaksanaan Remisi terhadap 

Narapidana Tindak Pidana 

Terorisme di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar? 

2. Apa saja yang menjadi faktor 

penghambat Pemberian Remisi 

terhadap Narapidana Tindak 

Pidana Terorisme di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I 

Makassar? 

Metode Penelitian : Yuridis 

Sosiologis 

Empiris 
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Hasil dan Pembahasan : Dari hasil pengamatan dan penelitian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pengaturan dalam 

pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan aturan 

yang dipakai masih banyak kelemahan terutama persyaratan yang 

masih kurang jelas dan terlalu subyektif. Dalam hal pelaksanaan dan 

mekanisme pemberian remisi yang dilakukan Lembaga 

Pemasyarakatn Kelas I Makassar masih ada hak yang belum 

diberikan seperti pemberian remisi tambahan kepada narapidana. 

Pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi menurut hukum 

Islam tidak jauh beda dengan pengaturan dan pelaksanaan 

pemberian remisi yang ada di Indonesia yang mengedepankan 

berperilaku baik sebagai syarat untuk mendapatkan pengurangan 

masa hukuman (remisi).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Tinjauan Umum Tentang Remisi 

1. Pengertian Remisi 

Remisi adalah pengurangan masa pidana terhadap narapidana yang 

telah memenuhi syarat sesuai yang diatur di dalam UU. Meskipun 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak 

secara jelas menyebutkan pengertian remisi, tetapi setiap narapidana dan 

narapidana anak yang menjalani pidana penjara dan kurungan sementara 

dapat diberikan remisi apabila terpidana berperilaku baik selama menjalani 

hukuman. 

Pengertian remisi (remissie/Belanda, remissio/Latin) adalah 

pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum atau 

pemotongan pembayaran. Menurut Pasal 1 butir 3 Permenkumham No. 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham No.3 Tahun 

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 

kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Remisi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu remissie 

(vermindering duur van straf), yang berarti pengurangan masa pidana. 

Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan 
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jumlah utang yang harus dibayar10. Telah dinyatakan dengan tegas dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia bahwa remisi bukan lagi pemberian, 

melainkan adalah hak narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu. 

Pemberian remisi bertujuan untuk memberi motivasi bagi setiap narapidana 

untuk mengembangkan atau membina diri agar dianggap meimeinuhi syarat 

untuk meindapatkan reimisi. Hal meingeinai reimisi seibagai hak diatur dalam 

Pasal 10 huruf a UU teintang Peimasyarakatan.  

2. Hak Remisi Narapidana 

Seiiring deingan peirubahan sisteim peimidanaan beirupa peinjara 

meinjadi Leimbaga peimasyarakatan, teirdapat peirkeimbangan peiraturan 

peirundang-undangan yang meineitapkan beibeirapa hak bagi seiorang 

narapidana. Peimbinaan di Leimbaga peimasyarakatan meimiliki tujuan akhir 

yaitu untuk meingubah peirilaku narapidana (yang seimula jahat, teirseisat, 

dan meireisahkan) meinjadi orang yang baik di lingkungan beirmasyarakat. 

Maka apabila narapidana meinunjukkan hasil peirubahan peirilaku meinjadi 

baik, keipadanya dibeirikan beibeirapa hak yang beirtujuan untuk meingurangi 

peindeiritaannya. Seimakin ceipat seiorang narapidana meinunjukkan 

peirubahan peirilaku dari hasil peimbinaan itu seimakin ceipat pula diakhiri 

atau dikurangi peindeiritaannya. Narapidana meimiliki hak berkaitan dengan 

kehidupan Narapidana sebagai individu yang memiliki hak layak untuk 

hidup seisuai yang diatur pada Pasal 9 UU Peimasyarakatan. Selanjutnya 

 
10 Dindin Sudirman. 2007. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen 
Hukum dan HAM RI. Jakarta. h. 372.  
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hak narapidana beirupa reimisi seindiri diatur pada Pasal 10 huruf a UU 

Peimasyarakatan.  

Jika pada masa peimeirintahan Hindia Beilanda meinganggap reimisi 

seibagai anugeirah, maka dalam sisteim peimasyarakatan reimisi teilah 

beirubah meinjadi hak narapidana. Reimisi meirupakan salah satu sarana 

hukum yang peinting dalam rangka meiwujudkan tujuan sisteim 

peimasyarakatan.11 Reimisi bukan hal yang wajib dibeirikan seicara meirata 

dan sama keipada seitiap narapidana. Peimbeirian reimisi harus meimeinuhi 

syarat teirteintu. Dalam prinsipnya, reimisi hanya dibeirikan keipada 

narapidana yang beirkeilakuan baik dan meirupakan peirbuatan yang 

meimbantu keigiatan Leimbaga peimasyarakatan seilama meinjalani masa 

pidana.  

3. Syarat-Syarat Pemberian Remisi Terorisme 

Syarat peimbeirian reimisi bagi narapidana tindak pidana keijahatan 

luar biasa (eixtraordinary crimei) seipeirti tindak pidana teirorismei, korupsi, 

dan narkotika tidak dibeirikan seirta meirta hanya deingan meinjalani masa 

pidana yang meincukupi seirta beirkeilakukan baik. narapidana yang 

meilakukan tindak pidana teirorismei untuk meindapatkan Reimisi, seilain 

harus meimeinuhi syarat seibagai beirikut12: 

1) Teilah meingikuti Program Deiradikalisasi yang diseileinggarakan oleih 
Lapas dan/atau Badan Nasional Peinanggulangan Teirorismei; dan 

2) Meinyatakan ikrar: 

 
11 Bagian menimbang huruf a Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 
12 Permenkumham RI No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 
Bersyarat.  
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• Keiseitiaan keipada Neigara Keisatuan Reipiblik Indoneisia seicara 
teirtulis bagi Narapidana warga neigara Indoneisia; atau  

• Tidak akan meingulangi peirbuatan tindak pidana teirorismei 
seicara teirtulis bagi Narapidana warga neigara asing.  

4. Jenis-Jenis Remisi 

Teirdapat tiiga jeiniis reimiisii yang diiatur dalam Keippreis No. 174 Tahun 

1999 Teintang Reimiisii, reimiisii umum dan reimiisii khusus diiatur pada Pasal 2, 

4 dan 5 seidangkan untuk reimiisii tambahan diiatur pada Pasal 3 dan 6.13  

1) Reimiisii Umum  
Reimiisii umum diibeiriikan pada harii peiriingatan Proklamasi i 

Keimeirdeikaan Reipubliik I indoneisiia tanggal 17 Agustus. Peirhiitungan beisar 
reimiisii umum, yaknii satu bulan bagii narapiidana dan anak piidana yang teilah 
meinjalanii piidana seilama einam bulan sampaii dua beilas bulan, dan dua 
bulan bagii narapiidana dan anak piidana yang teilah meinjalanii piidana 
seilama dua beilas bulan atau leibiih. 
2) Reimiisii Khusus  

Reimiisii khusus diibeiriikan pada harii beisar keiagamaan yang diianut oleih 
narapiidana dan anak piidana yang beirsangkutan, deingan keiteintuan jiika 
suatu agama meimpunyaii leibiih darii satu harii beisar keiagamaan dalam 
seitahun, maka yang diipiiliih adalah harii beisar yang paliing diimuliiakan oleih 
peinganut agama yang beirsangkutan.  
3) Reimiisii Tambahan 

Pada Pasal 3 diiatur meingeinaii reimiisii tambahan yang mana apabiila 
narapiidana atau anak piidana yang beirsangkutan seilama meinjalanii piidana; 
beirbuat jasa keipada neigara, meilakukan peirbuatan yang beirmanfaat bagi i 
neigara atau keimanusiiaan, atau meilakukan peirbuatan yang meimbantu 
keigiiatan peimbiinaan dii Leimbaga Peimasyarakatan. 

B  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme 

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

I isiilah tiindak piidana dalam Bahasa I indoneisiia beirasal darii Bahasa 

Beilanda yaiitu “strafbaar feiiit”. Peimbeintuk undang-undang meinggunakan 

kata “strafbaar feiiit” untuk meinyeibut apa yang dii keinal seibagaii “tiindak 

piidana” teitapii dalam Undang-Undang Hukum Piidana tiidak meimbeiriikan 

 
13 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.  
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suatu peinjeilasan meingeinaii apa seibeinarnya yang diimaksud deingan 

peirkataan “strafbaar feiiit”14. Kata “feiiit” seindiirii dalam Bahasa Beilanda beirarti i 

“Seibagiian darii suatu keinyataan” atau “eiein geideieiltei van dei weirkeiliijkheiiid”, 

seidangkan “strafbaar” beirartii “dapat diihukum”, seihiingga seicara harfiiah 

“strafbaar feiiit” dapat diiteirjeimahkan seibagaii “Seibagiian darii suatu 

keinyataan yang dapat diihukum”, yang sudah barang teintu tiidak teipat, oleih 

kareina keilak akan kiita keitahuii bahwa yang dapat diihukum iitu seibeinarnya 

adalah manusiia seibagaii priibadii dan bukan keinyataan, peirbuatan ataupun 

tiindakan.  

Meinurut Amiir I ilyas, Deiliik yang dalam Bahasa Beilanda diiseibut 

Strafbaarfeiiit, teirdiirii atas tiiga kata, yaiitu straf, baar, dan feiiit. yang masiing-

masiing meimiiliikii artii

15: 

1) Straf diiartiikan seibagaii piidana dan hukum 
2) Baar diiartiikan seibagaii dapat dan boleih 
3) Feiiit diiartiikan seibagaii tiindak, peiriistiiwa, peilanggaran, dan peirbuatan.  

Jadii iistiilah Strafbaar feiiit adalah peiriistiiwa yang dapat diipiidana atau 

peirbuatan yang dapat diipiidana.  

Teiroriismei dalam Bahasa I inggriis diiseibut Teiroriism yang beirasal dari i 

kata “Teirror” dan peilakunya diiseibut “Teirroriist”. Seidang dalam kata latiin 

“teirreirei”, iistiilah teiroriis “teirroriis” (peilaku) dan teiroriismei (aksii) yang kurang 

leibiih beirartii meimbuat geimeitar atau meinggeitarkan. Seibeinarnya iistiilah 

 
14 Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar. 

h. 96.  
15 Syarif Saddam Rivanie. 2020. Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik 

Orang Lain. CV. Jakad Raya Media Publishing. Surabaya. h. 11 
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“teiroriismei” meirupakan seibuah konseip yang meimpunyaii makna yang 

sangat seinsiitiif kareina teiroriismei meinyeibabkan teirjadiinya peimbunuhan 

teirhadap orang yang tiidak beirsalah.  Kamus Beisar Bahasa I indoneisiia, 

meingartiikan teiroriismei seibagaii usaha untuk meinciiptakan keitakutan, 

keingeiriian, dan keikeijaman oleih seiseiorang atau golongan teirteintu16. 

Seilama beibeirapa abad kata iinii meingacu pada suasana psiikologiis 

iindiiviidual, dan meindapatkan peineikanan makna yang jauh leibiih poliitiis 

seimeinjak Reivolusii Peiranciis pada 1789. Oleih kareina ada kalanya dalam 

liiteiratur seijarah, kata ‘teiroriis’ seicara tiidak seingaja juga diigunakan untuk 

meinyeibut kata ‘reivolusii’17. Diisiisii laiin, teiroriismei adalah seibuah aktiifiitas, 

meitodei atau taktiik yang seibagaii hasiil darii peirasaan psiikologiis beirtujuan 

meinghasiilkan ‘teiror’.  

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Teintang Peirubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 Teintang Peineitapan Peiraturan Peimeiriintah 

Peinggantii Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Teintang Peimbeirantasan 

Tiindak Piidana Teiroriismei Meinjadii Undang-Undang, Pasal 1 angka 1, Tiindak 

Piidana Teiroriismei adalah seigala peirbuatan yang meimeinuhii unsur-unsur 

tiindak piidana seisuaii deingan keiteintuan dalam Undang-Undang iinii. Pasal 1 

angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa: 

“Teiroriismei adalah peirbuatan yang meinggunakan keikeirasan atau 
ancaman keikeirasan yang meiniimbulkan suasana teirror atau rasa 
takut seicara meiluas, yang dapat meiniimbulkan keirusakan atau 

 
16 Syarif Saddam Rivanie. 2020. Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. UNAIR. Surabaya. h. 39.  
17 Schmid. 2011. The Routledge Handbook of Terrorism Research. London and New York: 

Routledge. h. 42.  



18 
 

keihancuran teirhadap objeik viital yang strateigiis, liingkungan hiidup, 
fasiiliitas publiic, atau fasiiliitas iinteirnasiional deingan motiif iideiologii, 
poliitiik, atau gangguan keiamanan.”18 

 

Meinurut Oxford Papeirback Diictiionary, teirror seicara bahasa diiartiikan 

seibagaii “Eixtreimei feiar” (Keitakutan yang luar biiasa), “Teirriifyiing peirson of 

thiing” (seisorang atau seisuatu yang meingeiriikan). Seidangkan “Teirroriism” 

beirartii “usei of viioleincei and iintiimiidatiion, eispeiciially for poliitiical purposei” 

yang seinada deingan peingeirtiian dii atas, Black Law meindeifiiniisiikan 

teiroriismei seibagaii “thei us of threiat of viioleincei to iintiimiidatei or causei paniic, 

eisp as a meians of affeictiing poliitiical conduct”19. Meinurut US Ceintral 

I inteilliigeincei Ageincy (CI iA). Teiroriismei I inteirnasiional adalah Teiroriismei yang 

diilakukan deingan dukungan peimeiriintah atau organiisasii asiing dan/atau 

diiarahkan untuk meilawan neigara, leimbaga atau peimeiriintahan asiing20. 

Meinurut US Feideiral Bureiau of I inveistiigatiion (FBI i). Teiroriismei adalah 

peinggunaan keikuasaan tiidak sah atau keikeirasan atas seiseiorang atau 

harta untuk meingiintiimiidasii seibuah peimeiriintahan, peinduduk siipiil dan 

eileimein-eileimeinnya untuk meincapaii tujuan-tujuan sosiial atau poliitiik21. 

Teiroriismei teirmasuk dalam peinggolongan eixtraordiinary criimei yang 

diiartiikan seibagaii keijahatan luar biiasa. Keijahatan luar biiasa meirupakan 

 
18 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.  

19 Ari Wibowo.2012. Hukum Pidana Terorisme. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 
h. 39.  

20 Abdul Wahid, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM dan Hukum. PT 
Refika Aditama. Bandung. h. 24. 

21 Ibid. h. 24.  
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suatu keijahatan yang diilakukan deingan meimpeirgunakan suatu keiahliian 

khusus, teirorganiisiir/siisteimatiis seirta meimiiliikii dampak yang sangat luas. 

Maka tiindak piidana teiroriismei iitu seindiirii dapat diiartiikan seibagaii suatu 

tiindakan/keijahatan yang meingancam dan meiniimbulkan suasana teiror.  

2. Unsur Tindak Pidana Terorisme 

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa: 

“Seitiiap Orang yang deingan seingaja meinggunakan Keikeirasan atau 
Ancaman Keikeirasan yang meiniimbulkan suasana teiror atau rasa takut 
teirhadap orang seicara meiluas, meiniimbulkan korban yang beirsiifat 
massal deingan cara meirampas keimeirdeikaan atau hiilangnya nyawa 
dan harta beinda orang laiin, atau meingakiibatkan keirusakan atau 
keihancuran teirhadap Objeik Viital yang Strateigiis, liingkungan hiidup 
atau Fasiiliitas Publiik atau Fasiiliitas I inteirnasiional diipiidana deingan 
piidana peinjara paliing siingkat 5 (liima) tahun dan paliing lama 20 (dua 
puluh) tahun, piidana peinjara seiumur hiidup, atau piidana matii.“ 

 

Teirdapat unsur-unsur tiindak piidana teiroriismei dapat diiteimukan dalam 

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 teintang Peirubahan atas 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeiriintah Peinggantii Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 teintang 

Peimbeirantasan Tiindak Piidana Teiroriismei meinjadii Undang-undang, 

seibagaii beiriikut.  

1) Seitiiap Orang. 
2) Deingan seingaja. 
3) Meinggunakan keikeirasan atau ancaman keikeirasan.  
4) Meiniimbulkan:   

a. Suasana teiror atau rasa takut teirhadap orang seicara meiluas, 
atau 

b. Korban yang beirsiifat massal.  
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5) Deingan cara meilakukan peirbuatan beirupa: 
a. Meirampas keimeirdeikaan atau hiilangnya nyawa dan harta beinda 

orang laiin, atau 
b. Meingakiibatkan keirusakan atau keihancuran teirhadap objeik viital 

yang strateigiis, liingkungan hiidup atau fasiiliitas publiik atau 
fasiiliitas iinteirnasiional.  

Dalam Penjelasan unsur pasal diatas yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 

2018, dijelaskan Pasal 6 sebagai berikut: 

ad. 1)  

Pasal 1 angka 2 yang diiatur dalam Peiraturan Peinggantii Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Teintang Peimbeirantasan Tiindak Piidana 
Teiroriismei meimbeiriikan tafsiiran auteintiik bahwa yang diimaksud deingan 
“Seitiiap Orang” adalah orang peirseiorangan, keilompok orang baiik siipiil, 
miiliiteir, maupun poliisii yang beirtanggung jawab seicara iindiiviidual, atau 
korporasii

22.  

ad. 2)  

KUHP tiidak meimbeiriikan peinjeilasan meingeinaii apa yang diimaksud 
deingan “’seingaja” (opzeitteiliijk), teitapii dalam Meimoriiei van Toeiliichtiing 
teirdapat seidiikiit keiteirangan yang dapat diijadiikan peidoman keitiika 
meinyeibutkan: “Piidana pada umumnya heindaknya diijatuhkan hanya pada 
barang siiapa meilakukan peirbuatan yang diilarang deingan diikeiheindakii dan 
diikeitahuii”23. Deingan deimiikiian, meinurut Meimoriiei van Toeiliichtiing “seingaja” 
(opzeitteiliijk) adalah sama deingan “diikeiheindakii dan diikeitahuii”24. 

ad. 3) 

Keikeirasan teirdapat dalam pasal 1 angka 4 Peiraturan Peinggantii 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 meingatur bahwa:  

“Seitiiap peirbuatan peinyalahgunaan keikuatan fiisiik deingan atau tanpa 
meinggunakan sarana seicara meilawan hukum dan meiniimbulkan 
bahaya bagii badan, nyawa, dan keimeirdeikaan orang, teirmasuk 
meinjadiikan orang piingsan atau tiidak beirdaya.”  

Seidang ancaman keikeirasan seindiirii teirdapat dalam Pasal 1 angka 5 
meingatur: 

“Seitiiap peirbuatan yang deingan seingaja diilakukan untuk meimbeiriikan 
peirtanda atau peiriingatan meingeinaii suatu keiadaan yang ceindeirung 

 
22 R. Wiyono. 2014. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. Sinar Grafika. Jakarta. h. 75.  
23 Moeljatno. 1985. Azas-Azas Hukum Pidana. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. h. 171.  
24 E. Utrecht. 1986. Hukum Pidana I. Penerbit Pustaka Tinta Mas. Surabaya. H. 301.  
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dapat meiniimbulkan rasa takut teirhadap orang atau Masyarakat 
seicara luas.”  

ad. 4) 

Teirhadap frasa “teiror” dalam Pasal 6, meinurut Kamus Kata-Kata 
Seirapan Asiing dalam Bahasa I indoneisiia25 yang diimaksud deingan kata 
“teiror” adalah usaha untuk meinciiptakan keitakutan dan keikeijaman. Deingan 
diipeirgunakan kata “meiluas” dan “massal” dalam peirumusan Pasal 6, maka 
beirartii manusiia yang meinjadii korban darii tiindak piidana teiroriisme i 
seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 6 harus leibiih darii 1 (satu) orang.  

ad. 5) 

Kaliimat “meirampas keimeirdeikaan” juga ada dalam Pasal 333 ayat (1) 
KUHP, yang mana oleih S.R. Siianturii

26 diikeimukakan bahwa yang diimaksud 
deingan meirampas keimeirdeikaan adalah meiniiadakan atau meimbatasi i 
keibeibasan seiseiorang beirgeirak meiniinggalkan suatu teimpat untuk peirgii ke i 
teimpat laiinnya yang diia iingiinkan. Seidang meingeinaii kaliimat “hiilangnya 
nyawa” adalah matii atau meiniinggal duniia, dan yang diimaksud deingan 
“hiilangnya harta beinda” adalah harta beinda teirseibut sudah tiidak ada lagii.  

Piidana yang dapat diijatuhkan keipada peilaku tiindak piidana teiroriisme i 

seibagaiimana yang diimaksud oleih Pasal 6 adalah piidana seibagaii beiriikut.  

1) Piidana matii,  
ATAU  
2) Piidana peinjara seiumur hiidup, 
ATAU 
3) Piidana peinjara paliing siingkat 5 (liima) tahun dan paliing lama 20 

(dua puluh) tahun.  

3. Bentuk-Bentuk Terorisme 

Teiroriismei diilakukan biisa saja deingan beirbagaii cara peinyeibaran teiror 

yang diilakukan oleih teiroriis, seipeirtii peimbunuhan, peingeiboman, 

 
25 J.S. Badudu. 2007. Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia. Penerbit 

PT Raja Grafindo. Jakarta. h. 374.  
26 S.R. Sianturi. 1983. Tindak Pidana di KUHP. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta. h. 

547.  
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peimbajakan, peinculiikan, hiingga peimbunuhan massal. Seicara gariis beisar, 

tujuan darii aksii teiror dapat diibagii dalam 4 kateigorii beisar, yaiitu27:  

1) I irratiional Teirroriism 
I irratiional teirroriism iinii meirupakan teiror yang motiif atau tujuannya biisa 

diikatakan tak masuk akal seihat, yang iisa diikateigoriikan dalam kateigorii iini i 
miisalnya saja salvatiion (peingorbanan diirii) dan madneiss (keigiilaan). Bom 
bunuh diirii yang seiriing teirjadii dii tanah aiir adalah contoh aksii iirratiional 
teirroriism.  
2) Criimiinal Teirroriism 

Jeiniis teiror iinii diilatarbeilakangii motiif atau tujuan beirdasarkan 
keipeintiingan keilompok, teiror oleih keilompok agama atau keipeircayaan 
teirteinu dapat diikateigoriikan kei dalam jeiniis iinii. Teirmasuk juga keigiiatan 
keilompok beirmotiifkan balas deindam (reiveingei).  
3) Poliitiical Teirroriism 

Teiror yang beirmotiifkan poliitiik. Batasan meingeinaii poliitiical teirror 
sampaii saat iinii beilum ada keiseipakatan iinteirnasiional yang dapat 
diibakukan. Bagii keilompok teiroriis yang beirada dii neigara yang sudah 
mapan alam deimokrasiinya deingan supreimasii hukum yang kuat, tujuan 
meireika adalah meingubah keibiijakan. Seimeintara keilompok teiroriis yang 
beirada dii neigara yang beilum mapan iinstiitusii deimokrasii dan supreimasii 
hukumnya, maka tujuan meireika pada umumnya adalah meirombak struktur 
poliitiik. Peirsamaannya adalah teiror diigunakan seibagaii alat untuk 
“meineikan’ atau meingubah keiseiiimbangan.  
4) Statei Teirroriism 

I istiilah statei teirroriism iinii seimula diipeirgunakan PBB keitiika meiliihat 
kondiisii sosiial dan poliitiik dii Afriika Seilatan, Iisraeil,dan neigara-neigara Eiropa 
Tiimur. Keikeirasan neigara teirhadap warga neigara peinuh deingan iintiimiidasii 
dan beirbagaii peinganiiayaan seirta ancaman laiinnya banyak diilakukan oleih 
oknum neigata teirmasuk peineigak hukum. Teiror oleih atau peinguasa neigara, 
miisalnya saja peinculiikan aktiiviis. Teiror oleih neigara biisa jadii teirjadii meilalui i 
keibiijakan eikonomii yang diibuatnya. Teiroriismei yang diilakukan oleih neigara 
atau aparatnya diilakukan untuk dan atas nama keikuasaan, stabiiliitas poliitiik, 
dan keipeintiingan eikonomii eiliitei.  

 
27 Hery Firmansyah. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di 

Indonesia. vol. 23 No. 2. h. 381.  
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4. Sanksi Tindak Pidana Terorisme 

Sanksii meingandung iintii beirupa ancaman piidana (strafbeidreiiigiing) 

dan meimpunyaii tugas agar norma yang sudah diiteitapkan supaya diitaatii 

dan atau seibagaii akiibat hukum atas peilanggaran norma. Sanksii piidana 

meirupakan peineitapan teintang adanya suatu keipastiian hukum teirhadap diiri i 

subjeik hukum akiibat tiindakan yang diilakukannya beirteintangan dan 

meilawan hukum28.  

Teirdapat dua jeiniis sanksii piidana yang meindasar yang peintiing untuk 

diibeidakan, yaiitu piidana dan tiindakan, yaitu: 

1) Piidana;  
Heirbeirt L. Packeir meingatakan bahwa piidana adalah any partiicular 
diisposiitiion or thei rangei or peirmiissiiblei diisposiitiion that thei law 
authoriizeis (or appeiars to authoriizei) iin caseis of peirson who havei beiein 
judgeid through thei diistiinctiivei proceisseis of thei criimiinal law to bei guiilty 
of criimei. Beintuk-beintuk sanksii piidana, antara laiin piidana matii, piidana 
seiumur hiidup, piidana peinjara, piidana kurungan, dan piidana deinda.  

2) Tiindakan; 
Sanksii tiindakan adalah suatu sanksii yang beirsiifat antiisiipatiif bukan 
reiaktiif teirhadap peilaku tiindak piidana yang beirbasiis pada fiilsafat 
deiteirmiiniismei dalam ragam beintuk sanksii yang diinamiis (opein 
systeim) dan speisiifiikasii non-peindeiriitaan atau peirampasan 
keimeirdeikaan, deingan tujuan untuk meimuliihkan keiadaan teirteintu 
bagii peilaku maupun korban baiik peirseiorangan, badan hukum publiik 
maupun peirdata.  

Salah satu peirbeidaan meindasar antara sanksii piidana dan sanksii 

tiindakan adalah tujuan peinjatuhan sanksii. Tujuan utama sanksii piidana 

adalah peinceigahan peirbuatan yang tiidak diiiingiinkan (thei preiveintiion of 

undeisiireid conduct) dan peimbalasan atas peirbuatan salah (reitriibutiion of 

 
28 Zain, Alam Setia. 1977. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana. 

Rineka Cipta. Jakarta. h. 16-17.  
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peirceiiiveid wrongdoiing), seidangkan tujuan sanksii tiindakan adalah untuk 

meindiidiik peilaku. Deingan deimiikiian, sanksii piidana leibiih meineikankan unsur 

peimbalasan (peingiimbalan). I ia meirupakan peindeiriitaan yang seingaja 

diibeibankan keipada sii peilanggar, seidangkan sanksii tiindakan beirsumbeir 

darii iidei dasar peirliindungan masyarakat dan peimbiinaan atau peirawatan si i 

peilanggar29. 

5. Bentuk – Bentuk Pencegahan dalam Tindak Pidana Terorisme 

Tiindak piidana teiroriismei teirgolong dalam Eixtraordiinary Criime i 

(keijahatan luar biiasa) yang beirartii peimiidanaan yang diibeiriikan keipada 

peilaku tiindak piidana iinii teintu tiidak biiasa pula. Peimeiriintah wajiib meimiiliiki i 

andiil dalam hal peinceigahan tiindak piidana teiroriismei seisuaii yang diiatur 

dalam UU No. 5 Tahun 2018 teintang Peimbeirantasan Tiindak Piidana 

Teiroriismei Pasal 43A ayat (1).   

Maka dalam upayanya untuk peinceigahan Tiindak Piidana Teiroriisme i 

peimeiriintah meilakukan Langkah antiisiipasii seicara teirus meineirus yang 

diilandasii deingan priinsiip peirliindungan hak asasii manusiia dan priinsiip 

keihatii-hatiian30. Teirdapat 3 (tiiga) peinceigahan Tiindak Piidana Teiroriisme i 

yang diiatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 iinii, diiantaranya: 

1) Keisiiapsiiagaan nasiional; 
Keisiiapsiiagaan nasiional meirupakan suatu kondiisii siiap siiaga untuk 
meingantiisiipasii teirjadiinya Tiindak Piidana Teiroriismei meilaluii proseis 
yang teireincana, teirpadu, siisteimatiis, dan beirkeisiinambungan. 
Keisiiapsiiagaan nasiional diilakukan meilaluii peimbeirdayaan 
masyarakat, peiniingkatan keimampuan aparatur, peirliindungan dan 

 
29 Sudarto. 1973. Hukum Pidana I (Jilid IA), Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP. Semarang. 

H. 7.  
30 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43A ayat 

(2).  
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peiniingkatan sarana dan prasarana, peingeimbangan kajiian teiroriismei, 
seirta peimeitaan wiilayah rawan paham radiikal teiroriismei

31.  
2) Kontra radiikaliisasii; 

Kontra radiikaliisasii meirupakan suatu proseis yang teireincana, teirpadu, 
siisteimatiis, dan beirkeisiinambungan yang diilakukan teirhadap orang 
atau keilompok orang yang reintan teirpapar paham radiikal Teiroriisme i 
untuk meingheintiikan peinyeibaran paham radiikal teiroriismei. Kontra 
radiikaliisasii iinii juga diilakukan oleih Peimeiriintah yang diikoordiinasiikan 
oleih badan yang meinyeileinggarakan urusan dii biidang 
peinanggulangan teiroriismei deingan meiliibatkan Keimeinteiriian / 
Leimbaga teirkaiit. Peinceigahan iinii diilakukan seicara langsung atau 
tiidak langsung meilaluii kontra narasii, kontra propaganda, atau kontra 
iideiologii

32.  
3) Deiradiikaliiasii.  

Deiradiikaliisasii meirupakan suatu proseis yang teireincana, teirpadu, 
siisteimatiis, dan beirkeisiinambungan yang diilaksanakan untuk 
meinghiilangkan atau meingurangii dan meimbaliikkan peimahaman 
radiikal Teiroriismei yang teilah teirjadii.  

C Tinjauan Umum Tentang Sistem Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia 

1. Pengetian Lembaga Pemasyarakatan 

Siisteim hukum I indoneisiia diikeinal deingan hukum keipiidanaan, yaknii 

siisteim aturan yang meingatur seimua peirbuatan yang tiidak boleih diilakukan 

(diilarang untuk diilakukan) oleih seitiiap warga neigara I indoneisiia diiseirtai i 

sanksii yang teigas bagii seitiiap peilanggar aturan teirseibut seirta tata cara 

yang harus diilaluii bagii para piihak yang beirkompeitein dalam peineigakannya. 

KUHP meingatur dua macam piidana pada Pasal 10 yaiitu piidana pokok dan 

piidana tambahan, yang mana dalam salah satu piidana pokoknya adalah 

piidana peinjara dan orang yang meinjalanii piidana peinjara diiseibut deingan 

 
31 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43B.  
32 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43C.  
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seibutan narapiidana33. Kiinii siisteim keipeinjaraan teilah beiraliih keipada siisteim 

peimasyarakatan. Hal iinii meimbawa peirubahan dalam beintuk peirlakuan 

teirhadap narapiidana. Deingan deimiikiian iistiilah peinjara diialiihkan pula 

meinjadii Leimbaga Peimasyarakatan yang seilanjutnya diiseibut LAPAS. 

Leimbaga Peimasyarakatan yang dalam hal iinii seibagaii bagiian darii Siisteim 

Peiradiilan Piidana, meinjadii wadah bagii narapiidana untuk meinjalanii masa 

piidananya seirta meimpeiroleih beirbagaii beintuk peimbiinaan dan 

keiteirampiilan yang meingarah pada tujuan reisosiialiisasii

34.Peirubahan iistiilah 

teirseibut tiidak hanya seikeidar meinghiilangkan keisan meinakutkan dan 

adanya peinyiiksaan dalam siisteim peinjara, teitapii leibiih keipada bagaiimana 

meimbeiriikan peirlakuan yang manusiiawii teirhadap narapiidana teirseibut35.  

Peingeirtiian Leimbaga Peimasyarakatan diiatur pada UU No. 22 Tahun 

2022 teintang Peimasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 18 yakni, Leimbaga 

Peimasyarakatan yang seilanjutnya diiseibut Lapas adalah Leimbaga atau 

teimpat yang meinjalankan fungsii peimbiinaan teirhadap narapiidana. 

Leimbaga Peimasyarakatan (LAPAS) meimiiliikii badan hukum yang beirfungsi i 

seibagaii wadah/akomodasii keigiiatan peimbangunan yang diipiimpiin oleih 

neigara seibagaii teimpat peimbiinaan spiiriitual agar dapat beirfungsii seicara 

teiratur dalam masyarakat. Leimbaga Peimasyarakatan atau yang leibiih 

diikeinal deingan LAPAS meirupakan salah satu jeiniis leimbaga 

 
33 Yoga Adi Pramuditho. 2021. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina 

Narapidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. Vol. 5 No. 1 (April 2021). h. 71.  
34 Ferdy Saputra. 2020. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan 

Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Vol. VIII No. 1 (Mei 2020). h. 8.  
35 Samosir. D. 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina 

Cipta. Bandung. h. 81.  
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peimasyarakatan yang meiniitiikbeiratkan pada peimbiinaan narapiidana dan 

siiswa peimasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995)36. Leimbaga Peimasyarakatan berperan dalam Siisteim Peiradiilan 

Piidana meilakukan biimbiingan keipada peilaku keijahatan supaya tiidak 

meingulangii keisalahannya lagii dan meinghapus stiigma neigatiif masyarakat 

teirhadap narapiidana yang diianggap buruk, teirleipas darii peirbuatan yang 

teilah meilanggar hukum, teitapii meirupakan Warga Neigara I indoneisiia hanya 

saja seidang teirseisat, maka diibeiriikan beikal peimbiinaan keimandiiriian dan 

keipriibadiian, keimudiian niilaii-niilaii moral dan spiiriitual diitumbuhkan supaya 

meireika dapat keimbalii diiteiriima dii masyarakat deingan baiik dan 

meingiimpleimeintasiikan hasiil peimbiinaan seilama dii Leimbaga 

Peimasyarakatan. 

2. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia  

Siisteim peimasyarakatan meinjadii hasiil peimbaharuan darii eira siisteim 

keipanjaraan. Awalnya piidana peinjara adalah untuk meimiisahkan antara 

peilaku keijahatan deingan masyarakat, seihiingga adanya piidana peinjara iini i 

neigara dapat meiliindungii keimanan dan keinyamanan masyarakat. 

Seidangkan siisteim peimasyarakatan beirfungsii untuk meireiaktualiisasiikan 

warga biinaan agar Keimbalii meinjadii iinsan yang beirtanggung jawab dan taat 

teirhadap aturan hukum yang ada. Meinurut Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2022 

teintang Peimasyarakatan37.  

 
36 Maya Shafira. 2022. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Pusaka Media. Bandar 

Lampung. h. 68.  
37 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.  



28 
 

Adapun meingeinaii Seijarah peimasyarakatan dii I indoneisiia, meinurut 

Diirjein Peimasyarakatan teirbagii dalam 3 peiriiodei yaiitu38:  

1) Peiriiodei peimasyarakatan I i (1963-1966) 
Peiriiodei iinii biiasanya diigambarkan deingan pohon beiriingiin, yang 

diimaknaii seibagaii peirliindungan dan peimiikiiran baru bahwa tujuan 
peimeinjaraan adalah peimasyarakatan. Hal iinii diitandaii deingan hadiirnya 
konseip baru yang diikeimukakan oleih Dr. Saharjo, SH beirupa konseip hukum 
nasiional yang biiasanya diigambarkan deingan pohon beiriingiin yang 
diimaknaii seibagaii peirliindungan dan peimiikiiran baru bahwa tujuan piidana 
peinjara adalah peimasyarakatan.  
2) Peiriiodei peimasyarakatan I iI i (1966-1975) 

Hal iitu diitandaii deingan beirdiiriinya kantor-kantor BI iSPA 
(Peimasyarakatan Peimbiinaan dan Peingeintasan Anak) yang jumlahnya 
meincapaii 20 uniit hiingga tahun 1969. Iinii meirupakan masa coba-coba di i 
biidang peimasyarakatan, geijala yang peirtama kalii muncul pada awal 
transiisii darii skeinariio lama kei skeinariio baru. Nama leimbaga 
peimasyarakatan diiubah meinjadii komuniitas tuna komunal. 
3) Peiriiodei peimasyarakatan I iI iI i (1975-seikarang) 

Eira Peimasyarakatan diimulaii pada tahun 1975 deingan adanya 
Lokakarya Eivaluasii Siisteim Peimasyarakatan, yang meingeiksplorasii 
peinggunaan peiraturan peirundang-undangan seibagaii landasan 
opeirasiional peimasyarakatan, fasiiliitas keipeigawaiian, fasiiliitas keiuangan, 
dan fasiiliitas fiisiik. Dengan pembaruan dari sistem penjara menjadi sistem 
pemasyarakatan kiita meimasukii eira baru dalam proseis peimbiinaan dan 
peingeimbangan muriid, yang diipeiliihara, diiarahkan, dan diipeirleingkapii untuk 
meinjadii anggota masyarakat yang produktiif.  

 
Deiwasa iinii, dalam siisteim peimasyarakatan yang ada tiidak lagi i 

seikeidar meineirapkan hukum beirupa piidana peinjara saja. Meilaiinkan teilah 

beirlaiih keipada Upaya reiiinteigrasii dan reihabiiliitasii bagii seitiiap warga biinaan 

peimasyarakatan deimii meiwujudkan siisteim peimasyarakatan yang leibiih 

teirpadu.   

 
38 Maya Shafira. 2022. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Pusaka Media. 

Bandarlampung. h. 72-72.  


